
BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR E2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2OO8

TENTANG
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN

SEMENTARA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa khususnya terhadap
pelaksanaan pemberhentian dan pemberhentian
sementara Perangkat Desa, perlu mengubah
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 200gtentang Tata Cara pemberhentian dan
Pemberhentian Sementara perangkat Desa dengan
menetapkan dalam peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal g Agustus
19s0);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 725,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44SZ) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang_Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8afl ;3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun
2071. Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523fl; d
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4. Peraturan Pemerintah Nomor T2 Tahun 20Os
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OOZ
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTaQ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SO
Tahun 2OO7 tentang Ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OOZ
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2OO8;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
9 Tahun 2006 tentang pedoman pen5rusunan
Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 6/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7 /E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2006 tentang Tata Cara pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor g /El;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
22 Tahun 2OO7 tentang Urusan pemerintahan
Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2OOT
Nomor 16lB;

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun
2006 tentang Pedoman pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
12lE);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tatr:un
2OO7 tentang Pedoman pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OO7 Nomor 14lE); n



Menetapkan

3

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun
2OO7 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa
Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2OO7 Nomor 15/E);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dan
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 3
TAHUN 2OO8 TENTANG TATA CARA
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang Tata Cara
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20O8 Nomor 5) pada Ketentuan BAB
V, KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 26 dihapus.

Peraturan Bupatr rnr

Agar setiap orang

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Bupati ini
Lamongan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lamongan

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal23 Juli 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMfrNGAN

//-/
:wu/ro#r,EFENDT

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOP.22

\.lLi a2l4

ONGAN,

Ditetapkan _di


